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A. Kesimpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan analisis sebagaimana diuraikan dimuka, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

L

Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang perjanjian kerja waktu tertentu masih
sering terjadi karena kurangnya pengawasan dalam hubungan kerja yang didasarkan pada
perjanjian kerja waktu tertentu, yang disebabkan oleh:

a. Kurangnya sarana untuk memeriksa pelaksaan peraturan-peraturan tentang perjanjian
kerja waktu tertentu, hal ini disebabkan oleh belum ada peraturan-peraturan di bidang
pengawasan ketenagakerjaan yang mewajibkan pengusaha untuk menyerahkan data-
data secara lengkap tentang perjanjian kerja waktu tertentu terutama data tentang ;
kapan perjanjian kerja dalam waktu tertentu yang dibuat dengan seorang karyawan
mulai berlaku; pekerjaan yang diperjanjikan; dan syarat-syarat kerjanya, dan belum
ada peraturan pengawasan ketenagakerjaan yang mengatur bahwa dalam akte
pengawasan ketenagakerjaan harus dimuat hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian
kerja waktu tertentu, seperti jumlah tenaga kontrak, nama dan identitas karyawan
kontrak di satu perusahaan; kapan perjanjian kerja dalam waktu tertentu yang dibuat
dengan seorang karyawan mulai berlaku; pekerjaan yang diperjanjikan; dan syarat-

syarat kerjanya.



b. Pegawai pengawas mengalami kesulitan untuk menindak lanjuti pengusaha yang telah
melanggar peraturan-peraturan pefjanjian kerja waktu tertentu, karena belum ada
ketentuan tentang sanksi yang jelas bagi pelanggaran peraturan-peraturan perjanjian
kerja waktutertentu, sechingga menimbulkan sikap apatis dari sebagian pegawai
pengawas terhadap pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

¢. Kebijaksanaan Departemen Tenaga Kerja “357” dalam prioritas yang ke-7/enforcement
sering disalah artikan sebagai pembatasan kewenangan bertindak oleh sebagian pegawai
pengawas ketenagakerjaan, sehingga menyebabkan pegawai pengawas kurang berani
untukmenindak pengusaha yang telah melanggar. |

- 2. Peraturan pengawasan ketenagakerjaan yang dapat mencegah tefjadinya  penyimpangan
dalam pelaksaan peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu adalah:

a. Peraturan pengawasan yang memberikan fasilitas kemudahan bagi pegawai pengawas
ketenagakerjaan untuk memantau jalannya hubungan kerja yang didasarkan pada
perjanjiankerja waktu tertentu,

b. Peraturan pengawasan yang menentukan sanksi bagi pengusaha atau pengurus

perusahaanyang melanggar peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu.

B. Saran

1. Perlusegera dibuat peraturan tentang pengawasan ketenagakerjaan yang lengkap, dengan

disertai ketentuan tentang sanksi bagl pengusaha yang melanggar peraturan-peraturan di
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bidang ketenagakerjaan khususnya peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu
tertentu.

Profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaanperlu  ditingkatkan agar mampu
menindak lanjuti setiap pelanggaran peraturan-peraturan  ketenagakerjaan khususnya
peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu, dengan mendasarkan kepada
peraturan-peraturan yang ada, yakni peraturan-peraturan tentang pengawasan
ketenagakerjaan dan peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu.

Perlu ditanamkan kesadaran dalam setiap diri pegawai pengawas ketenagakerjaan
bahwa kebijakan Departemen Tenaga Kerja™357"prioritas yang ke 7 (tujuh)enforcement
tidak dimaksudkan untuk membatasi kewenagan pegawai pengawas dalam menindak
pengusaha atau pengurus perusahaan yang telah melanggar peraturan-peraturan tentang
perjanjian kerja waktu tertentu, tetapi sebaliknya kebijakan Departemen Tenaga Kerja
“357 prioritas 7 (tujuh) /enfoement yang berkaitan dengan asas-asas pemerintahan yang
baikharus diterima sebagai sarana untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan, sebab
salah satudari asas pemerintahan yang baik adalah asas kepastian hukum, dan asas ini
menghendaki peraturan-peraturan yang dikeluarkap oleh pemerintah sebagai pembuat
kebijakan yang telah memenuhi syarat materiil dan syarat formil harus dilaksanakan,
peraturan-peraturan ini diantaranya adalah peraturan-peraturan tentang perjanjian kerja

waktu tertentu.
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